
GUBERNUR ACEH 

PERATURAN GUBERNUR ACEH 
NOMOR I'? TAHUN 2021 

TENTANG 

PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA PEMERINTAH ACEH 
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR ACEH, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Qanun Aceh 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan 
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi 
Khusus, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program dan 
Kegiatan Bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1103); 

· 

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 44 21); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua · Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

�88AG PND\AZIZ\2021\Perotu<an\P·Kegiatan Bmama Pemedntah Aceh.doc 

9. Peraturan .... /2 



- 2 -

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20 1 7  tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun ·20 1 7  
Nomor 1 3 1 2); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 20 1 9  tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 20 1 9  
Nomor 1447); 

12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan 
Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 
2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam Nomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Qanun Aceh Nomor 1 0  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun 
Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh 
(Lembaran Aceh Tahun 20 1 4  Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Aceh 
Nomor 70); 

1 3. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian 
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan 
Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 1 2, 
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 1 2) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 20 1 8  
tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak 
dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran 
Aceh Tahun 20 1 8  Nomor 7); 

14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 20 1 2  tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Aceh Tahun 20 1 2-2032 (Lembaran Aceh 20 1 3  
Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Aceh Nomor 9); 

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 20 1 9  tentang Petunjuk 
Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas 
Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 
Nomor 21); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM DAN KEGIATAN 
BERSAMA PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 
TAHUN ANGGARAN 2022. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat 
hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar . Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur. 

2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pem�rintahan Aceh 
yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh. 

3. Gubernur adalah Gubernur Aceh. 
4. Pagu . . . . /3 
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4. Pagu Indikatif adalah perkiraan alokasi anggaran dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran berikutnya yang 
menetapkan besaran anggaran Tambahan Dana Bagi Hasil Migas 
alokasi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota serta Dana Otonomi 
Khusus Aceh Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur setiap 
tahunnya. 

5. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat RKPA 
adalah Dokumen Perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun. 

6. Program dan Kegiatan Bersama Aceh dan Kabupaten/Kota yang 
selanjutnya disebut Program dan Kegiatan Bersama adalah program 
dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh yang Lokasi, 
Pengguna, manfaat dan dampaknya dirasakan oleh lintas 
Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus. 

Pasal 2 

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah 
Aceh dalam menyusun Program dan Kegiatan Bersama Pemerintah 
Aceh Tahun Anggaran 2022. 

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menentukan Pagu Indikatif 
Program dan Kegiatan Bersama Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 
2022. 

BAB II 

PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 

Pasal 3 

( 1) Program dan Kegiatan Bersama untuk Tahun Anggaran 2022 
dialokasikan sebesar Rp2.157.283.068.100,00,- (dua trilyun seratus 
lima puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam 
puluh delapan ribu seratus rupiah) yang diperuntukan untuk : 

a. Jaminan Kesehatan; 

b. Beasiswa; 

c. Bantuan dana untuk anak yatim; dan 

d. Pembangunan/peningkatan rumah layak huni. 

(2) Program dan Kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Gubernur dalam RKPA. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Aceh. 

Diundangkan di Banda Aceh 
pada tanggal, �2 April 2021 
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ASEKRE� �;RAH ACEH1' · 

TAQWALLAH 

Ditetapkan di Banda Aceh 
Pada tanggal, ')..•; April 2021 
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�UBERNUR ACEH, "---

• _c�---
NOVA IRIANSY AH 

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR IA 


